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ABSTRAK 

Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara 

seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan bertujuan menghalalkan hubungan kelamin 

antara dua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan keduanya, untuk 

mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan 

ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Pada masa awal Islam, 

pencatatan pernikahan memang tidak ada, tetapi seiring berjalannya waktu, pencatatan 

nikah dijalankan demi kemaslahatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 

2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah yang berisi tentang biaya pencatatan nikah dan 

rujuk gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali apabila dilakukan di dalam KUA, akan 

tetapi jika melaksanakan nikah di luar KUA dan di luar jam kerja maka dipungut biaya 

sebesar Rp 600.000. Peraturan tersebut adalah peraturan terbaru yang menggantikan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama. Kekurangan dari PP Nomor 47 tahun 2004 

adalah banyaknya praktek gratifikasi di kalangan oknum penghulu, dan menyebabkan 

lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah atas 

dasar kemaslahatan untuk menghilangkan praktek gratifikasi. 

Penyusun dalam melakukan penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui 

tentang Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan 

Nikah apabila ditinjau dengan hukum Islam, dan untuk mengetahui dampak implementasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah di KUA 

Tegalrejo dan Gondokusuman. Masyarakat di kedua kecamatan tersebut berbeda kualitas 

pendidikannya, walaupun dalam satu wilayah Kota Yogyakarta. Lalu, bagaimana 

perbedaan antara keduanya dalam menanggapi Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 

2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sumber primer dalam 

penelitian ini adalah data yang diperoleh di Kecamatan Tegalrejo dan Gondokusuman 

tentang Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalrejo dan 

Gondokusuman dan Pandangan Calon Manten di Kecamatan Tegalrejo dan 

Gondokusuman. Data sekundernya adalah data berupa kepustakaan dan dokumen lainnya 

yang berhubungan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalrejo dan 

Gondokusuman. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Dari data yang 

didapat, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan 

induktif. 

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pemerintah dalam menghilangkan 

praktek gratifikasi di kalangan oknum penghulu sudah dirasa berjalan dengan baik 

dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan 

Nikah. Kemaslahatan yang ditimbulkan adalah hilangnya praktek gratifikasi. Masyarakat 

Kecamatan Tegalrejo yang notabene pendidikannya kurang, belum paham tentang 

peraturan terbaru tersebut karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA 

di kecamatan tersebut. 
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MOTTO 

 “Maka sudahilah sedihmu yang belum sudah, 

segera mulailah syukurmu yang pasti indah” 

(FSTVLST, 2014) 

 

 “Open your eyes, the day is calling you. Clean 

your heart, pack your hopes and drop your 

clothes. So if you ready, we’re going to the star” 

(Goodnight Electric, 2005) 

 

 “Esok dirimu kan terbang, memeluk mimpi 

yang akhirnya kesampaian” 

(Morfem, 2014) 

 

 “Pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan 

dimana anda bisa nikmati pekerjaan itu” 

(Janji Joni, 2005) 



vii 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini saya persembahakan kepada: 

 Kedua orang tua saya Bapak Haryono dan Ibu Winuri Siti Syamsiyah yang 

selalu memberikan segalanya untuk saya. 

 Untuk teman-teman seperjuangan jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah 

angkatan 2011. 



 

viii 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

05936/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ة

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ز

 ش

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 

Alîf 

Bâ‟ 

Tâ‟ 

Sâ‟ 

Jîm 

Hâ‟ 

Khâ‟ 

Dâl 

Zâl 

Râ‟ 

zai 

sin 

syin 

sâd 

dâd 

tâ‟ 

zâ‟ 

„ain 

gain 

fâ‟ 

qâf 

 

tidak dilambangkan 

b 

t 

ś 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

„ 

g 

f 

q 

 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

 



 

ix 

 

 ك

 ل

 و

ٌ 

 و

 هـ

 ء

 ي

kâf 

lâm 

mîm 

nûn 

wâwû 

hâ‟ 

hamzah 

yâ‟ 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

‟ 

Y 

ka 

`el 

`em 

`en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 يتعّددة

 عدّة

Ditulis 

Ditulis 

Muta„addidah 

„iddah 

 

C. Ta’ marbût ah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  h 

 حكًة

 عهة

Ditulis 

Ditulis 

H ikmah 

„illah 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis h. 

 ‟Ditulis Karâmah al-auliyâ كسايةالأونيبء

 

3. Bila ta‟ marbûtah hidup atau dengan harakat, fath  ah, kasrah, dan ḍammah  

ditulis t atau h. 

 Ditulis Zakâh al-fiţri شكبةانفطس

 

 

 

 

 



 

x 

 

D. Vokal pendek  

__  َ _ 

 فعم

__  َ _ 

 ذكس

__  َ _ 

 يرهت

fath ah 

 

 

kasrah 

 

 

ḍammah 

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

fa‟ala 

i 

żukira 

u 

yażhabu 

 

E. Vokal panjang 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

fath  ah + alif 

 جبههية

fath  ah + ya‟ mati 

 تنسى

kasrah + ya‟ mati 

 كـسيى

dammah + wawu mati 

 فسوض

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Â 

jâhiliyyah 

â 

tansâ 

î 

karîm 

û 

furûd   

 

F. Vokal rangkap  

1 

 

2 

fathah + ya‟ mati 

 ثينكى

fathah + wawu mati 

 قول

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 أأنتى

 أعدت

 نئنشكستى

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

A‟antum 

U„iddat 

La‟in syakartum 
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H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

 انقسآٌ

 انقيبس

Ditulis 

Ditulis 

Al-Qur‟ân 

Al-Qiyâs 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 انسًآء

 انشًس

Ditulis 

Ditulis 

As-Samâ‟ 

Asy-Syams 

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

             Ditulis menurut penulisannya. 

 نفسوضذوي ا

 نسنةأهم ا

Ditulis 

Ditulis 

Żawî al-furûd   

Ahl as-Sunnah 

 

J. Pengecualian 

              Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus 

Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur‟an, hadis, mazhab, syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, 

seperti judul buku al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang 

menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko 

Hidayah, Mizan. 
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KATA PENGANTAR 

 بسم الله الر حمن الر حيم

 من أعمالنا وسيئات أنفسنا شرور من بالله نعذو ونستغفره ونستعينه هنحمد الحمدلله إن

 محمداعبده وأشهدأن الله إلا إله لا أشهدأن. له هادي فلا يضلل ومن له مضل فلا الله يهده

 يوم إلى بإحسان تبعهم ومن وأصحابه أله وعلى محمد على وسلم صل اللهم. ورسوله

  , اما بعدالدين

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa 

memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, serta pertolongan kepada 

penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk 

memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang hukum Islam pada Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 

Tentang Biaya Pencatatan Nikah (Studi Terhadap Pandangan Kepala Kua 

Kecamatan Gondokusuman dan Tegalrejo Tahun 2015)”. 

Segala usaha dan upaya telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi 

ini menjadi karya ilmiah yang baik. Namun karena keterbatasan kemampuan yang 

penyusun miliki, sehingga skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu 

penyusun menharapkan saran dan kritik untuk memenuhi target dan tujuan yang 

dikehendaki. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri 

antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan bertujuan menghalalkan 

hubungan kelamin antara dua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan 

keduanya, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi 

rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.
1
 

Dalam Islam, perkawinan dianjurkan karena dipandang mempunyai nilai 

keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi yang 

berguna untuk menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan.
2
 Hal 

ini berarti bahwa perkawinan itu bukan saja berfaedah untuk dirinya sendiri, akan 

tetapi juga terhadap rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara.
3
 Perkawinan 

juga mempunyai nilai kemanusiaan, memenuhi kebutuhan naluriahnya yang 

berguna untuk melangsungkan kehidupan, mewujudkan ketentraman hidup, 

                                                           
1
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 8. 

 
2
 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam,  cet. Ke-5 (Yogyakarta: Bagian 

Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1987), hlm. 11. 

 
3
 Mohd. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Ind- Hillco, 1985), hlm. 11. 
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menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang dalam kehidupan berumah tangga 

dan bermasyarakat.
4
   

 Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan antara calon mempelai 

wanita, calon mempelai laki-laki, kedua orang tua kedua belah pihak serta pihak-

pihak yang bersangkutan. Adanya asas ini, berarti bahwa bila sebuah perkawinan 

yang dilaksanakan tanpa persetujuan kedua belah pihak,  maka dapat diajukan 

pembatalan perkawinan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
5
 

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agama dan kepercayaan itu.
6
 Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, dalam 

sebuah perkawinan tidak terlepas dari syarat-syarat dan rukun-rukun yang 

menjadikan perkawinan itu sah. Sebuah perkawinan pasti mempunyai tujuan dan 

prinsip. Beberapa tujuan perkawinan yang terdapat dalam nash al-Qur’an dan al-

Hadits di antaranya yaitu: 

1. Memperoleh Kehidupan Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. 

2. Reproduksi/regenerasi. 

3. Pemenuhan Kebutuhan Biologis. 

4. Menjaga Kehormatan, dan 

5. Ibadah
7
. 

                                                           
4
 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam,  cet. ke-5 (Yogyakarta: Bagian 

Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1987), hlm. 11. 

 
5
 Taufiqurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2013), hlm. 65. 

 
6
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahu 1974 tentang Perkawinan. 

 
7
 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan Islam 1, (Yogyakarta: ACAdeMIA + 

TAZZAFA, 2004), hlm. 38. 
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Adapun prinsip-prinsip perkawinan yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-

Hadis yaitu: 

1. Prinsip musyawarah dan demokrasi 

2. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram dalam kehidupan 

keluarga. 

3. Prinsip menghindari kekerasan. 

4. Prinsip bahwa hubungan suami dan isteri adalah patner, dan 

5. Prinsip keadilan.
8
 

Perkawinan merupakan suatu hukum yang pasti berubah, diringi dengan 

perubahan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada zaman Rasulullah, 

masyarakat yang ada di sekitarnya masih ummy (tidak dapat membaca),  sehingga 

praktek pernikahan tidak dicatatkan, tetapi yang digunakan alat bukti hukum di 

pengadilan  adalah kesaksian dan sumpah. Di zaman sekarang berbeda 

kenyataannya, alat bukti tertulis lebih kuat daripada kesaksian dan sumpah, maka 

pencatatan pernikahan sangatlah penting.
9
  

Pencatatan pernikahan secara syariat bukanlah syarat yang menentukan 

sahnya pernikahan. Namun adanya bukti otentik yang tertulis dapat menjadi salah 

satu alat memperkuat komitmen yang dibangun oleh pasangan suami isteri 

                                                           
8
  Ibid., hlm. 56. 

 
9
 Muhammad Zein dan Muchtar Alshodiq, Membangun Keluarga Humanis, 

(Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial), hlm. 40. 
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tersebut. Walaupun memperkuat komitmen tidak terbatas pada aktanya, karena 

akta sendiri bisa dibatalkan melalui gugatan perceraian.
10

 

Biaya Pencatatan Nikah merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

penyelenggaraan pada proses perkawinan.  Bagi calon pengantin yang akan 

melaksanakan pernikahan, persyaratannya adalah membayar biaya pencatatan 

pernikahan. Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum.
11

 Hal tersebut 

menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa 

negara Indonesia merupakan negara hukum.  

Dalam perkawinan juga terdapat peraturan-peraturan yang mengatur 

tentang biaya Pencatatan Nikah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, yang menetapkan tarif PNBP 

(Penerimaan Negara Bukan Pajak) Pencatatan Nikah dan rujuk pada KUA sebesar 

Rp 30.000.
12

 Namun dalam hal tersebut timbul permasalahan bagi penghulu 

maupun masyarakat, karena dalam PP (Peraturan Pemerintah) tersebut tidak 

mengatur bagi penghulu jika pernikahan dilaksanakan di luar balai nikah. Kondisi 

seperti itu sangat dilematis bagi penghulu, jika meminta uang tambahan tentu 

                                                           
10

 Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan 

Peradilan Agama, (Jakarta: Ditjen Pembinaan Pelembagaan  Agama Islam, 2001), hlm. 132.  
 
11

 Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang berdiri di atas hukum dan menjamin 

keadilan bagi masyarakat, keadilan dan hukum tersebut disamping sebagai satu kesatuan 

(intergral) juga sebagai intergrated dengan negara. Keadilan dan hukum inilah yang menjadi dasar 

bagi negara merealisasikan tujuannya. Menurut Kansil, hukum mengabdi kepada tujuan negara, 

oleh karena isi pokok di dalamnya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada 

rakyatnya, dalam melayani tujuan negara tersebut yaitu dengan menyelenggarakan “keadilan” dan 

“ketertiban” sebagai syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Lihat 

C.T.S Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, cet. Ke-7 (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989), hlm. 41.  

 
12

 PP No. 47 Tahun 2004 . 
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menyalahi aturan, akan tetapi jika tidak maka menyulitkan bagi penghulu untuk 

datang ke lokasi pernikahan. Apalagi lokasi nikah sangat jauh dan dilaksanakan 

malam hari. 

Langkah antisipasi telah diupayakan oleh Menteri Agama dengan 

memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menetapkan biaya transport 

bagi PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mengawasi atau menghadiri nikah di 

luar balai nikah yang dikenal dengan uang bedolan. Namun, tetap saja menjadi 

masalah jika pernikahan dilaksanakan di luar kantor dan di luar jam kerja, karena 

menurut PPN (Pegawai Pencatat Nikah) terlalu kecil. Apalagi regulasi mengenai 

uang bedolan tersebut sudah dihapus sekitar tahun 2006.  

Persoalan nikah di luar jam kerja telah mencapai titik klimaks. Reaksi 

mayoritas penghulu di Indonesia mengambil sikap untuk tidak melayani 

pelaksanaan nikah di luar balai nikah dan di luar jam kerja. Walaupun keluarga 

calon kedua penganti/ mempelai memberikan sekedar uang transport dan 

penghulu menikmatinya maka termasuk kategori gratifikasi. Sebagaimana 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 

31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Permasalahan 

muncul karena penghulu dianggap telah melakukan gratifikasi, seakan membuka 

mata pengambil kebijakan baik internal Kementerian Agama mapun instansi 

terkait lainnya. Pengambil kebijakan harus mempertimbangkan perbaikan dalam 

pelayanan nikah dan rujuk, karena pemungutan biaya oleh Kepala KUA diluar PP 

Nomor 47 tersebut merupakan gratifikasi. 
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Perkembangan zaman menyebabkan perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

Berlaku pada Departemen Agama, maka lahirlah PP Nomor 48 tahun 2014 

tentang Biaya Pencatatan Nikah. PP Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya 

Pencatatan Nikah pada dasarnya menetapkan biaya pencatatan nikah dan rujuk itu 

gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali, akan tetapi jika melaksanakan nikah 

di luar KUA dan di luar jam kerja maka dipungut biaya sebesar Rp 600.000. PP 

tersebut juga mengatur bagi mereka yang tidak mampu/korban bencana yang 

melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama tidak dikenakan 

biaya.
13

 Pembiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 

tentang Biaya Pencatatan Nikah. 

PP Nomor 48 tahun 2014 yang menghapus PP Nomor 47 Tahun 2004 

tersebut merupakan terobosan pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama, 

terobosan pemerintah tersebut yaitu guna meringankan beban ekonomi 

masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan dan berguna untuk 

menghilangkan praktek gratifikasi oleh oknum penghulu dan petugas pencatat 

nikah.
14

 

Pembayaran untuk melaksanakan akad nikah (di luar KUA) yang diatur 

dalam PP Nomor 48 tahun 2014 adalah transfer melalui bank. Setelah beberapa 

bulan diberlakukannya PP ini, masyarakat masih belum mengetahui seluruhnya 

tentang hal peraturan terbaru tersebut. Adapun tempat yang penyusun teliti adalah 

                                                           
13

 Lihat PP No 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah. Pasal (6). 

 
14

 http://www.jawapos.com/baca/artikel/4000/Presiden-Teken-PP-Tarif-Nikah diakses tanggal 

25 Februari 2015. 

http://www.jawapos.com/baca/artikel/4000/Presiden-Teken-PP-Tarif-Nikah
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wilayah kecamatan Tegalrejo dan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Kecamatan 

yang dapat dikatakan wilayahnya kota, akan tetapi penyusun melihat bahwa 

masyarakat di kedua kecamatan tersebut berbeda. Kualitas pendidikan yang 

ditempuh masyarakatnya di kedua kecamatan tersebut berbeda, masyarakat 

Gondokusuman lebih tinggi tingkat pendidikannya daripada masyarakat 

Tegalrejo. Bagaimanakah tanggapan masyarakat tentang PP No 48 Tahun 2014 

Tentang Biaya Pencatatan Nikah di kedua kecamatan tersebut? 

Latar belakang di atas, menyebabkan penyusun tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah (Studi 

Terhadap Pandangan Kepala Kua Kecamatan Gondokusuman dan Tegalrejo 

Tahun 2015)”. 

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat 

beberapa hal yang akan menjadi pokok masalah, yaitu: 

1. Bagaimana dampak implementasi PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang 

Biaya Pencatatan Nikah terhadap Administrasi Perkawinan di 

Kecamatan Gondokusuman dan Tegalrejo? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap PP Nomor 48 Tahun 2014 

tentang Biaya Pencatatan Nikah terhadap Administrasi Perkawinan di 

Kecamatan Gondokusuman dan Tegalrejo? 
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C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan bagaimana dampak PP Nomor 48 Tahun 

2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah. 

b. Untuk menjelaskan bagaimana dampak implementasi PP 

Nomor 48 Tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah 

terhadap Administrasi Perkawinan dalam tinjauan hukum 

Islam. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Sebagai kontribusi keilmuan untuk menambah pengetahuan 

dan wawasan. 

b. Sebagai penambah khazanah keilmuan dalam bidang hokum 

keluarga, kaitannya dengan persoalan dampak tentang PP 

Nomor 48 Tahun 2014. 

 

D. Telaah Pustaka 

Biaya pencatatan nikah merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

penyelenggaraan pada proses perkawinan. Hasil penelusuran penyusun, terdapat 

beberapa skripsi dan ataupun hasil penelitian yang dianggap relevan dengan 

penelitian yang penyusun lakukan. Telaah ini dilakukan guna untuk mengetahui 

bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun berbeda dengan penelitian-

penelitian sebelumnya. 
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Pencatatan nikah pada dasarnya sudah banyak dibahas oleh para 

akademisi. Beberapa kajian yang membahas persoalan ini misalnya, skripsi yang 

ditulis oleh Muhammad Sodiq yang berjudul: “Dualisme Hukum di Indonesia : 

Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-undangan”.
15

 

Skripsi ini menjelaskan tentang aspek yang menyebabkan adanya dualisme 

hukum Indonesia terhadap peraturan pencatatan nikah dan faktor yang 

menimbulkannya. 

Skripsi Zaiful Ridzal yang berjudul “Pencatatan Nikah Sebagai Sistem 

Hukum di Indonesia (Studi Perbandingan Antara Fiqih dan UU No 1 Th 1974)”.
16

 

Dalam skripsi  ini menjelaskan tentang seberapa penting pencatatan nikah dalam 

kehidupan berumah tangga dalam konteks Negara, juga tentang perbedaan konsep 

persyaratan di dalam  akad nikah antara hukum positif (Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974) dan hukum Islam (fiqih) dari segi kekuatan hukumnya. 

 Pembahasan ini juga pernah dijadikan tema skripsi yang berjudul: 

“Maslahah Pencatatan Perkawinan: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencatatan 

Perkawinan Relevansinya dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 

1974”.
17

 Skripsi ini menerangkan sejauh mana unsur-unsur maslahah dan 

                                                           
15

 Muhammad Sodiq, “Dualisme Hukum di Indonesia : Kajian Tentang Peraturan 

Pencatatan Nikah Dalam Perundang-undangan”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta tahun 2014 tidak dipublikasikan, hlm. 7. 

 
16

 Zaifun Ridzal, “Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum di Indonesia; Studi 

Perbandingan Antara Fiqih dan UU No 1 Th 1974”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum IAIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001 tidak dipublikasikan, hlm. 6. 

 
17

 H. Taufiqqurahman, “Maslahah Pencatatan Perkawinan: Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Pencatatan Perkawinan Relevansinya dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 

Tahun 1974”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga tahun 1998 tidak 

dipublikasikan, hlm. 7. 
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madaratnya ketika perkawinan tidak dicatatkan. Skripsi lainnya yang berjudul: 

“Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencatatan Nikah Dalam Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Analisis 

Ushul Fiqih)”.
18

 Di dalam skripsi ini dijelaskan bahwa ketika perkawinan yang 

tidak dicatatkan, jika dilihat dari konsep maqasid al-syari’ah akan mendatangkan 

berbagai kemadaratan baik terhadap isteri maupun status dan hak anaknya. 

Skripsi Bani musthofa, “Problematika Pencatatan Perkawinan Penduduk 

Desa Mindaka, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal”.
19

 Dalam skripsi ini 

dijelaskan bahwa efektifitas penegakan undang-undang No.1 Tahun 1974, 

khususnya terhadap pencatatan pernikahan belum berjalan sesuai dengan 

ketentuan yuridis formal dengan melihat banyaknya kasus pernikahan ilegal yang 

dilakukan oleh masyarakat umum. 

Skripsi karya Adib Bahari yang berjudul: “Analisis Atas Ketentuan 

Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Rancangan Undang-undang Perkawinan 

Tahun 1973 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”
20

 

Skripsi ini menjelaskan ketentuan hukum dan dasar pemikiran ketentuan 

pencatatan perkawinan dalam RUU 1973 dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

                                                           
18

 Muhammad Mahfudhi, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencatatan Nikah Dalam 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Analisis 

Ushul Fiqih)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan  Kalijaga tahun 2006 tidak 

dipublikasikan, hlm. 5. 

 
19

 Bani Musthofa,”Problematika Pencatatan Perkawinan Penduduk Desa Mindaka, 

Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal”, Skripsi ini tidak dipublikasikan Fakultas Syari’ah dan 

Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2001. 

 
20

 Adib Bahari, “Analisis Atas Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan dalam 

Rancangan Undang-undang Perkawinan Tahun 1973 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan  Kalijaga tahun 2010 tidak 

dipublikasikan, hlm. 6. 
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Perkawinan serta pandangan hukum Islam. Selain itu juga menjelaskan faktor-

faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan ketentuan pencatatan nikah dalam 

legislasi RUU 1973 menjadi UU No. 1 Tahun 1974. 

Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun lakukan belum ada yang 

membahas judul skripsi yang penyusun angkat. Dalam hal ini adalah tentang 

Dampak PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah. Sejauh ini 

pembahasan tentang biaya pencatatan nikah belum ada, hanya pencatatan 

pernikahan yang dibahas dengan tinjauan hukum Islam.  

 

E. Kerangka Teoritik 

Pernikahan merupakan bentuk yang paling sempurna dari kehidupan 

bersama. Islam melarang umatnya hidup bersama tanpa diikat oleh tali pernikahan 

yang sah. Kebahagiaan yang sebenarnya dapat didapatkan melalui suatu hubungan 

yang sah dalam pernikahan, sementara hubungan tanpa ikatan pernikahan 

sesungguhnya hanya kebahagiaan yang tidaklah kekal selamanya. Melaksanakan 

pernikahan, maka terpeliharanya keturunan, ketentraman dan kedamaiaan yang 

didapatkan oleh manusia. Oleh karenanya, pernikahan dapat dikatakan sah dan 

mempunyai kekuatan hukum. 

Pernikahan merupakan ikatan yang kuat, maka akad nikah dalam sebuah 

pernikahan memiliki kedudukan yang penting, karena ditempatkan sebagai salah 

satu rukun nikah, tetapi tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus diaktekan 
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atau dicatatkan. Dalam fikih Islam tidak mengenal pencatatan pernikahan.
21

 

Walaupun al-Qur’an telah mengatur pencatatan dalam transaksi muamalah, 

seperti urusan perdagangan, hutang piutang, dan sebagainya. Dalam al-Qur’an 

menyebutkan: 

22جل هسوى فاكتبىهأالى ذا تداينتن بدين إهنىا أيها الرين أيا   

Jika melihat sejarah tentang perundang-undangan perkawinan di Negara 

Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 bukanlah UU pertama yang mengatur tentang 

Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Awalnya  UU ini hanya berlaku untuk 

wilayah Jawa dan Madura, akan tetapi dengan munculnya UU No. 32 Tahun 

1954, UU No. 22  Tahun 1946 diberlakukan untuk seluruh daerah luar Jawa dan 

Madura. Dengan kata lain, munculnya UU No. 32 tahun 1954 berarti UU No. 22 

Tahun 1946 berlaku di seluruh Indonesia.
23

 

Pencatatan pernikahan dalam UU No. 22 Tahun 1946 menerangkan 

tentang tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bertugas mengawasi akad 

nikah
24

, dan menyebutkan hukuman bagi calon manten yang melaksanakan akad 

nikah tanpa pengawasan dari  Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
25

  

                                                           
21

 Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-

undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia (Jakarta-Leiden: INIS, 

2002), hlm. 139. 

  
22

 Al-Ba>qarah (1): 282.  
 
23

 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan 

Hukum Perkawinan di Dunia Muslim (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 333.   
 
24

 Lihat UU No. 22 Tahun 1946, Pasal 1 ayat (1). 

 
25

 Lihat UU No. 22 tahun 1946, Pasal 3 ayat (1). 
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Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mendapatkan akta nikah, dan hal 

tersebut diatur oleh negara.  Adapun administrasinya, pencatatan pernikahan 

dicatatkan oleh pembantu pegawai pencatat nikah (PPPN) yang berkedudukan 

disetiap desa atau pegawai pencatat nikah yang kedudukannya di KUA 

kecamatan. Akta nikah yang diperoleh calon manten didapatkan dengan 

membayar biaya, yang disebut biaya nikah.  

Biaya nikah adalah sesuatu hal yang tidak disebutkan ketentuannya di 

dalam nash, namun pemerintah mempunyai inisiatif dalam hal ini. Agar segala 

sesuatu yang berkaitan dengan administrasi pernikahan bisa lebih mudah. 

Tentunya hal tersebut akan berdampak baik bagi warga negara yang ingin 

melaksanakan pernikahan dan penghulu sebagi petugas yang melaksanakan tugas 

administrasi pernikahan. Di dalam ushul fikih, hal tersebut berkenaan dengan 

kaidah : 

بالوصلحة هنىط الرعية علي الاهام تصرف
26

 

Jika diperhatikan lebih lanjut, maka peraturan pemerintah tentang biaya 

nikah tersebut adalah sebuah peraturan yang memiliki tujuan utama untuk 

kemaslahatan masyarakat yang ada di dalam lingkup pemerintahan tersebut. Jika 

dikaitkan dengan kaidah ushul fikih, maka sesuai dengan salah satu kaidah, yaitu : 

الاحكام هشروعة لوصالح العباد 
27

 

 Berdasarkan konsep siyasah syar’iyah yang secara sederhana diartikan 

sebagai ketentuan kebijaksanaan yang berdasarkan pengurusan masalah 

                                                           
26

 Ali Ahmad Annadwi, al-Qawai<><<<<<d al-Fiqhiyah (Damaskus: Da<r al Qolam, 1986), hlm 

138. 

  
27

 As-Syatibi, al-Mua>faqat fi< Us}ul al-Syari<’ah, juz 1 (Beirut: Da>r al-Ma’rifah, tt), I: 54. 
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kenegaraan yang berlandaskan syariat. Para fuqaha, sebagaimana dikutip Khallaf, 

mendefinisikan siyasah syar’iyah sebagai kewenangan pemerintah untuk 

melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu pada kemaslahatan melalui 

peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak 

terdapat dalil yang khusus untuk hal tersebut. Peraturan biaya pencatatan nikah 

menjadi kewenangan negara, yang bertujuan untuk melahirkan kemaslahatan bagi 

masyarakat dan menolak kemudharatan. 

  Biaya pencatatan Pernikahan tarifnya sangatlah terjangkau. Berdasarkan 

surat persetujuan Gubernur DKI Jakarta No. 1634/087.415 tanggal 6 Mei 1991 

dan Nomor 3371/089.7 tanggal 20 Oktober 1994 dan SK KAKANWIL DEPAG 

Jakarta No WJ/2/1092/KPTS/94 tgl 7 Nov/1994 adalah bila pernikahan dilakukan 

di KUA (Kantor Urusan Agama) maka biayanya sebesar Rp. 35.000,. Bila biaya 

pernikahan bedolan (di luar KUA) maka biayanya sebesar Rp. 55.000,. sedangkan 

biaya rujuk yaitu Rp. 35.000. 

Berdasarkan PP No. 51 tahun 2001 biaya pencatatan nikah di KUA 

Kecamatan sebesar Rp. 30.000,- dibayarkan kepada Bendahara khusus atau 

Kepala KUA. Apabila pernikahan secara bedolan maka biayanya ditambah Rp. 

50.000,- menjadi Rp. 80.000,- dan dibayarkan kepada PPN/Pembantu PPN yang 

mendatangi  akad nikah di luar KUA.
28

  

Pemerintah juga mengeluarkan peraturan terbaru yang menggantikan 

peraturan sebelumnya, yaitu PP Nomor 48 Tahun 2014 biaya pencatatan nikah di 

KUA Kecamatan sebesar Rp. 0,-. Biaya tersebut berbanding terbalik jika 

                                                           
28

 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, hlm. 26. 
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melakukan pencatatan nikah di luar KUA Kecamatan yang biayanya sebesar Rp. 

600.000,.
29

 

Biaya pencatatan pernikahan merupakan sesuatu yang baru. Di dalam 

literatur fikih konvensional tidak ditemukan peraturan pencatatan pernikahan. 

Semakin berkembangnya zaman, biaya pencatatan pernikahan merupakan 

kebijakan pemerintah dalam mempermudah administrasi pernikahan. 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode 

penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah lapangan (field research). Sumber primer dalam penelitian ini 

adalah data yang diperoleh di Kecamatan Tegalrejo dan Gondokusuman 

tentang Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Tegalrejo dan Gondokusuman dan Pandangan Calon Manten di 

Kecamatan Tegalrejo dan Gondokusuman. Data sekundernya adalah data 

berupa kepustakaan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif analitik, penelitian yang 

bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai suatu objek 

                                                           
29

 Lihat PP. No. 48 Tahun 2014, Pasal 6. 
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dan bersifat analitik yang bertujuan untuk menguji kebenaran dari suatu 

pendapat. Dalam hal ini data diambil dari 2 Kecamatan Tegalrejo dan 

Gondokusuman, khususnya pada pendapat Kepala KUA Tegalrejo dan 

Gondokusuman serta calon mempelai di kecamatan tersebut. 

3. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penyusun 

menggunakan sebagai berikut: 

a) Wawancara (interview), cara pengumpulan data dengan jalan 

Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan 

berdasarkan pada tujuan-tujuan.
30

 Dalam hal ini penyusun 

mengadakan wawancara langsung dengan Kepala Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kota Yogyakarta di 2 kecamatan, yaitu 

Tegalrejo dan Gondokusuman. Wawancara secara langsung 

juga diadakan dengan 2 calon pengantin yang ada di 2 

kecamatan tersebut. 

b) Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan menulusuri 

dokumen-dokumen nikah, cerai dan talak yang tercatat di 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalrejo dan 

Gondokusuman Kota Yogyakarta dan juga bahan-bahan 

lainnya yang terkait dengan penelitian ini seperti buku, jurnal 

dan lain-lain. 

 

                                                           
30

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid II, (Yogyakarta: Andi Offset, 1978). hlm. 

193.  
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4. Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. 

Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks 

keagamaan yaitu al-Qur’an dan disertai dengan ushul fiqh.  

5. Analisis Data 

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi 

terhadap data yang telah tersusun, analisis dilakukan secara kualitatif. 

Maksudnya ialah analisis tersebut ditujukan terhadap data-data yang 

sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat yang nyata berlaku dalam 

masyarakat dengan tujuan untuk memahami fakta-fakta atau gejala yang 

benar terjadi. Kemudian dalam menganalisa penelitian ini penyusun 

menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang melihat fakta-

fakta khusus kemudian ditarik dengan kesimpulan yang bersifat umum.
31

 

Dalam penelitian ini yaitu menganalisis Dampak PP No. 48 Tahun 2014 

tentang biaya nikah di kecamatan Tegalrejo dan Gondokusuman Kota 

Yogyakarta, dengan melihat situasi yang terjadi di tempat tersebut, 

kemudian setelah itu akan ditarik kesimpulan secara deduktif. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

                                                           
31

 Sutrisni Hadi, Metodologi Research I, cet ke-2, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 24.  
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Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini dibagi ke dalam 

beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling 

terkait satu sama lainnya, sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan. 

Bab pertama, pada bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari 

beberapa sub bab. Latar belakang masalah yang digunakan untuk menjelaskan 

signifikansi penelitian. Rumusan masalah yang digunakan menganalisisis pokok 

masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelasakan manfaat penelitian 

ini. Telaah pustaka merupakan hasil penelusuran penelitian sejenis yang pernah 

diteliti. Kerangka teoritik untuk menggambarkan teori dan konsep. Metode 

penelitian untuk menjelaskan metodologi yang dipakai dalam penelitian ini, dan 

sistematika pembahasan yang bertujuan guna mempermudah pembaca dalam 

membaca dan memahami penelitian. 

Bab kedua merupakan bagian penting untuk mengantarkan pada 

permasalahan yang dibahas sebagai dasar dan landasan pada bab-bab selanjutnya.  

Dimulai dari pembahasan tentang pencatatan pernikahan sampai biaya pencatatan 

pernikahan menurut undang-undang.  

Bab ketiga merupakan penempatan sub bab bahasan yaitu, yang pertama 

gambaran umum mengenai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalrejo 

dan Gondokusuman dan yang kedua mengenai tanggapan responden terhadap 

dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan 

Nikah. 

Bab keempat merupakan bagian analisis terhadap Dampak Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah. 
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Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh 

isi skripsi ini dan selanjutnya dipaparkan saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Penyusun dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang 

Biaya Pencatatan Nikah Masyarakat Kecamatan Tegalrejo yang 

notabene mutu pendidikannya rendah adalah kurangnya sosialisasi yang 

dilakukan oleh KUA tentang peraturan terbaru tersebut, agar 

masyarakat Tegalrejo menganggap peraturan ini praktis dan tidak ribet. 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan 

Nikah haruslah tetap berjalan, karena sebelum adanya peraturan ini 

kemadharatan adalah adanya pungutan liar dan pemasangan tarif 

pencatatan nikah yang dilakukan oleh oknum penghulu. Maka, 

kemadharatan ini haruslah dihilangkan.  

2. Kebijakan pemerintah dalam menghilangkan praktek gratifikasi di 

kalangan oknum penghulu sudah berjalan dengan baik, dengan 

menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang 

Biaya Pencatatan Nikah yang berisi tentang peraturan yang mengatur 

pembiayaan pernikahan di luar KUA dan di dalam KUA. Biaya di luar 

KUA/ di luar jam kerja KUA sebesar Rp 600.000,00 dan di dalam 
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KUA/ saat jam kerja dikenai biaya Rp 0,00 (gratis). Kebijakan ini 

ditimbang dengan kaidah usul fikih yang berbunyi :  

بالمصلحة منوط الرعية علي الامام تصرف  

3. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh pemerintah dalam penetapan 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan 

Nikah, apabila dilihat dari segi hukum Islam telah sesuai dengan tujuan 

dari Maqa>s}id al-syari>’ah yaitu menjaga harta ( حفظ المال)  . Islam telah 

mengajarkan cara-cara yang baik agar manusia mencari harta dengan 

jalan yang dibenarkan oleh Allah SWT supaya terjaga hartanya. 

Kebijakan pemerintah untuk menghilangkan praktek gratifikasi inilah 

yang tujuannya untuk terpelihara hartanya dari penghulu tersebut.  

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil riset dan analisis yang penyusun lakukan tentang “Dampak 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah”, 

maka penyusun menyarankan beberapa hal yakni sebagai berikut : 

1. Untuk Pemerintah 

Penyusun kurang setuju dengan jauhnya perbedaan tarif pencatatan 

pernikahan yang dilakukan di luar dan di dalam KUA. Harusnya perlu 

dikaji ulang tentang besaran tersebut. Pemerintah sebaiknya bisa 

mengaudit biaya pencatatan pernikahan tersebut dengan baik guna 
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memberikan hak yang sesuai dengan penghulu di KUA Kecamatan per 

bulannya, karena hak mereka sebagai ganti uang transport yang sudah 

mereka lakukan. 

 

2. Untuk KUA Kecamatan Tegalrejo 

Hendaknya sebagai aparatur Negara yang melayani masyarakat harus 

lebih peka terhadap masyarakat di kecamatan tersebut. Kurangnya kualitas 

pendidikan yang ada di masyarakat tersebut harus ditekan dengan cara 

sosialisasi di keluharan-kelurahan guna tersampaikannya info terbaru dan 

peraturan terbaru yang kaitannya dengan pihak KUA dan masyarakat. 

Setelah munculnya peraturan terbaru tersebut, Kepala KUA harus tetap 

untuk memonitori pegawai yang dipimpinnya untuk tidak melakukan 

praktek gratifikasi dan sejenisnya. 

 

3. Untuk KUA Kecamatan Gondokusuman 

Hendaknya sebagai kecamatan yang letak geografisnya di perkotaan dan 

masyarakat yang kualitas pendidikan nya tinggi jangan terlena dengan hal 

itu, harus tetap melakukan pelayanan yang baik dan sosialisasi tentang 

kabar terbaru yang berkaitan dengan KUA. Mendorong kinerja KUA 

secara profesional juga diperlukan, dengan cara meningkatkan prasarana 

fisik dan menjadikan KUA tidak hanya sebagai pelayan keagamaan, tetapi 
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juga sebagai pusat pelayanan publik yang harus mengikuti perkembangan 

sosial ekonomi. 

 

4. Untuk Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 

Sebagai penduduk di kecamatan Tegalrejo, hendaknya mengetahui 

perkembangan / isu sosial yang terjadi. Perlunya menonton berita di 

televisi dan mengerti akan hal peraturan-peraturan terbaru yang ditetapkan 

oleh Negara, khususnya dalam PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Biaya 

Pencatatan Nikah.  

 

5. Untuk Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 

Masyarakat Gondokusuman sudah up to date dalam hal memperoleh 

berita terbaru. Hendaknya untuk tetap selalu mengikuti perkembangan 

berita yang ada melalui internet, karena masyarakat perkotaan cenderung 

sibuk dengan gadget-nya, tidak hanya menggunakan gadget-nya untuk 

bermain social media. 
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TERJEMAHAN 

 

HLM BAB F.N TERJEMAHAN 

12 1 22 Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

melakukan utang-piutang (ber-muamalah tidak 

secara tunai) untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya. 

13 1 26 Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus 

berdasarkan kemashlahatan. 

13 I 27 Hukum-hukum disyari'atkan demi kemaslahatan 

para hamba. 

24 II 17 Ijab : Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau 

dengan __________yang bernama:___________ 

Dengan maskawinnya berupa____________, tunai 

 

Qabul : Saya terima nikahnya dan kawinnya_____ 

binti _____dengan maskawinnya yang tersebut 

tunai. 

24 II 18 Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

melakukan utang-piutang (ber-muamalah tidak 

secara tunai) untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya. 

 

35 II 39 Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada 

meraih kemaslahatan. 

 

67 IV 5 Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus 

berdasarkan kemashlahatan. 

68 IV 9 Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu 

dalam agama suatu kesempitan. 

 

68 IV 10 Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 

menghendaki kesukaran bagimu. 

  

73 IV 15 Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi 

dan menerima suap. 
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A. Abdul Wahhab Khallaf 

Syaikh Abdul Wahhab Khallaf lahir pada bulan Maret 1888 M di kampung 

Kafr al-Zayyat, Mesir. Sejak kecil, beliau menghafal al-Qur'an di sebuah kutab milik 

Al-Azhar di kampung halamannya. Setelah menamatkan hafalan al-Qur'an, pada 

tahun 1900, beliau memulai pelajaran di lembaga Al-Azhar dan meneruskannya di 

Sekolah Tinggi Kehakiman Islam (Madrasah al-Qadha' al-Syar'i) yang juga 

bernaung di bahwa Universitas al-Azhar, beliau menamatkan pendidikan di sana pada 

tahun 1915. 

 

Selepas menjadi alumni, pada tahun 1915 itu juga, beliau diangkat menjadi 

pengajar di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam tersebut. Ketika terjadi Revolusi 1919 

di seantero Mesir, Syaikh Abdul Wahhab Khallaf termasuk ulama yang terlibat aktif 

dalam revolusi tersebut. Hingga akhrrnya beliau berpindah instansi dari pengajar di 

sekolah tinggi menjadi Hakim di Mahkamah Syar'iyyah Mesir. 

 

Beliau diangkat pertama kali sebagai hakim pada tahun 1920, lalu diangkat 

pula menjadi Direktur urusan mesjid yang berada di bawah Kementerian Wakaf pada 

tahun 1924. Jabatan itu terus beliau sandang hingga kemudian ditunjuk menjadi 

Inspektur pengawas pengadilan Islam pada tahun 1931. Pada tahun 1934, beliau 

diminta oleh pihak Cairo University untuk menjadi guru besar di kampus ternama 

tersebut. Di sanalah beliau mengabdi hingga akhirnya beliau pensiun pada tahun 

1948.  

 

Kendati sudah pensiun, beliau terus mengajar, bahkan di sekitaran tahun 

1955-1956, beliau tetap mengajar meski harus sambil duduk karena sakit yang 

dideritanya. 

Sepanjang hayatnya, beliau mengunjungi banyak negara-negara Arab untuk mencari 

dan mempelajari naskah-naskah serta manuskrip lama. Beliau juga dipercaya menjadi 

dewan pakar di Arabic Language Academy (Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah). 

Beliau sering pula menjadi penceramah di radio dan televisi Mesir, Dan selama 

bertahun-tahun pula beliau rutin mengisi pengajian tafsir di auditorium Darul 

Hikmah, Kairo. 

 



 

 

 

B. Imam Al-Ghazali 

Imam Al-Ghozali Bernama asli "Muhammad bin Muhammad bin Muhammad 

bin Ahmad Ath-Thus", lebih lengkapnya dengan sebutan gelar "Abu Hamid 

Muhammad bin Muhammad bin ahmad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i". Beliau 

dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana, ayahnya adalah seorang pengrajin 

wol sekaligus sebagai pedagang hasil tenunannya/kain shuf (yang dibuat dari kulit 

domba) dan menjualnya di kota Thusi. 

Imam Al-Ghozali taat beragama, mempunyai semangat keagamaan yang 

tinggi, seperti terlihat pada simpatiknya kepada 'ulama dan mengharapkan anaknya 

menjadi 'ulama yang selalu memberi nasehat kepada umat. Itulah sebabnya, ayahnya 

sebelum wafat menitipkan anaknya (imam al-Ghazali) dan saudarnya (Ahmad), 

ketika itu masih kecil dititipkan pada teman ayahnya,temannya dari kalangan orang 

yang baik. seorang ahli tasawuf untuk mendapatkan bimbingan dan didikan. Dia 

berpesan, "Sungguh saya menyesal tidak belajar khat (tulis menulis Arab) dan saya 

ingin memperbaiki apa yang telah saya alami pada kedua anak saya ini. Maka saya 

mohon engkau mengajarinya, dan harta yang saya tinggalkan boleh dihabiskan untuk 

keduanya.” 

Setelah meninggal, maka temannya tersebut mengajari keduanya ilmu, hingga 

habislah harta peninggalan yang sedikit tersebut. Kemudian dia meminta maaf tidak 

dapat melanjutkan wasiat orang tuanya dengan harta benda yang dimilikinya. Dia 

berkata, "Ketahuilah oleh kalian berdua, saya telah membelanjakan untuk kalian dari 

harta kalian. Saya seorang fakir dan miskin yang tidak memiliki harta. Saya 

menganjurkan kalian berdua untuk masuk ke madrasah seolah-olah sebagai penuntut 

ilmu. Sehingga memperoleh makanan yang dapat membantu kalian berdua." Lalu 

keduanya melaksanakan anjuran tersebut. Inilah yang menjadi sebab kebahagiaan dan 



ketinggian mereka. Demikianlah diceritakan oleh Al Ghazali, hingga beliau berkata, 

"Kami menuntut ilmu bukan karena Allah ta'ala , akan tetapi ilmu enggan kecuali 

hanya karena Allah ta'ala." 
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